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PENGUMUMAN /

4. Peraturan Menteri

F*FF'ATL.FRAN PE;MEQJNiAH

TATA CARA REGISTRASI DAN NOTIFIKASI
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I
Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tanggal 6 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
-MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
6 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta-
hun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ling- |
‘kungan Hidup dan Kehutanan tentang Registrasi dan |

Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid-
up (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bera-
cun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4153);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 17);

Perdagangan Nomor 44/
MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Dis-
tribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya se-
bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
75/MDAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Ked-
ua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Dis-
tribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya;

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
MDAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Ba-
han Perusak Ozon;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-

03/ |

tanan Nomor P.18/Menlhk-ll/2015 tentang Or- |

ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA REGISTRASI
DAN NOTIFIKASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERA-
CUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

. 1. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjut-

nya disingkat B3, adalah bahan yang karena si-
fat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mence-
markan, merusak lingkungan hidup, dan/atau
dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehat-

an, kelangsungan hidup manusia serta makhluk '

hidup lainnya.

2. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian
nomeor terhadap B3 yang ada di dalam Negara Ke-
satuan Republik Indonesia.

3. Notifikasi Ekspor adalah pemberitahuan terlebih
dahulu . dari otoritas negara pengekspor ke oto-
ritas negara penerima dan negara transit apablla

akan ditaksanakan perpindahan lintas batas B3 |

yang terbatas dipergunakan.
4. Notifikasi Impor adalah pemberitahuan terlebih

dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila |
akan dilaksanakan perpindahan lintas batas un- |

tuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang
pertama kali diimpor.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
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10.

11.

12.

13.

14.

(1

(2)

(3)

disingkat PTSP adalah unit yang menyelenggara-

‘kan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang

prima di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Importir Produsen Bahan Perusak Lapisan Ozon,
yang selanjutnya disingkat IP-BPO adalah peru-
sahaan industri manufaktur yang menggunakan
BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong
pada proses produksi sendiri.

Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan Ozon,
yang selanjutnya disingkat IT-BPO adalah peru-
sahaan perdagangan yang mendapat penetapan
dari pemerintah untuk mengimpor dan mendistri-
busikan BPO.

Bahan Perusak Ozon yang selanjutnya dising-
kat BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi
dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan
stratosfer.

Importir Proedusen Bahan Berbahaya yang selan-
jutnya disingkat IP-B2 adalah perusahaan industri
yang mengimpor B2 sebagai bahan baku atau ba-
han penolong pada proses produksi sendiri.
Importir Terdaftar Bahan Berbahaya yang selan-
jutnya disingkat IT-B2 adalah perusahaan perda-
gangan yang mengimpor B2 untuk didistribusikan
kepada pihak lain.

Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum.

Direktur Jenderal adalah eselon | yang membi-
dangi urusan B3.

Direktur adalah eselon |l yang membidangi urusan |

pengelolaan B3.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
a. Registrasi B3; dan
b. Notifikasi B3.
Registrasi B3 dan Notifikasi B3 sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Men-
teri.
Dalam menyelenggarakan Registrasi B3 dan No-
tifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
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- (2)

BAB |l ' i %

REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA DAN BEHACW kL

Pasal 3
(1) Setiap Orang yang menghasilkan. 33 danmau

mengajukan permohonan Registrasi B3 kepada
Direktur Jenderal, £
Permohonan Registrasi B3 sebagaimana dimalk:’
sud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dating.

PTSP dengan alamat laman http: Hptsp»mﬂﬂhk £
go.id. ; =
Permohanan Registrasi B3 sabagalmanl d'lmﬂt

sud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mamal.-.
dalam hal:

(2)

(3)

a. sistem online mefalui PTSP tidak berfungsi’ |’
karena bencana alam, malfungsi {malﬂ.ﬁmlnnl |"

pada salah satu sistem, kegagalan aplikasi,

dan/atau laman tidak dapat diakses; dan.'mu;.__,_ 4
b. tidak tersedia jaringan internet yang mamadai |
bagi pemohon. B2y T

¥ * |.I ar
|
PSR |

=
1

Pasal 4

Untuk dapat mengakses sistem daring PTSP. l&

(1} e

Wl

Ll
ek

:
i
550
memasukkan B3 ke dalam wilayah NKRI wajib |
[l
:
i
L
if
l
|

bagaimana dimaksud dalam. Pasal =3, m %

Registrasi B3 wajib mengajukan mmw *:1_.-;-:-. .
ses akun PTSP dan pendaftaran pnmgm‘“ T

gan mengunggah kelengkapan dokumem b

a. akte pendirian dan/atau pﬂuhahan p!mﬁ-‘

haan;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Ihm ‘

Usaha Industri (IUl}/1zin Usaha Tetap HUTL .

c. Tanda Daftar Perusahaan (TBP); '_' 2 L EE :

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

e. surat kuasa pendelegasian akun, psmﬁtﬁian_

yang masih berlaku. g,

Berdasarkan permohonan sebagamnqnu ﬂm
pada ayat (1), Direktur Jenderal meng: it

akun dan kata kunci bagi pemohep umuk mpﬂni A

gakses sistem daring PTSP.

Pasal 5
Permohonan Registrasi B3 sebagaimana dam.lk-.
sud dalam Pasal 3 ayat (2& diunggm "‘dpg’h
dilengkapi dekumen:
a. formulir Registrasi B3 vanag; tdah ﬁl‘lﬂ,
b. foto gudang penyimpanan B3;
c. foto kemasan B3;
d. foto tata penyimpanan B3;

{1)




€. Lembar Data Keselamatan (LDK): dan
f. Certificate of Analysis (CoA).

(2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), setiap Orang yang akan memasuk-

kan B3 ke dalam wilayah NKRI, wajib mengung-

gah kelengkapan dokumen, yang meliputi:

a. Angka Pengenal Impor (API);

b. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

C. surat persetujuan notifikasi dari negara asai;
dan

d. dokumen lainnya yang diperlukan terkait den-
gan Registrasi B3.

Dokumen lainnya terkait dengan pengelolaan B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

meliputi: 4

a. Surat Keterangan Registrasi B3 dan Izin Pere-
daran B3 dari menteri yang menjalankan uru-
san pemerintahan dibidang pertanian, untuk
B3 jenis pestisida;

b. penunjukkan IT-BPO atau IP-BPQ dari menteri
yang menjalankan urusan pemerintahan di-
bidang perdagangan, untuk B3 jenis BPQ: dan

. surat IT-B2 atau IP-B2 dari menteri yang men-
jalankan urusan pemerintahan dibidang perda-
gangan, untuk B3 jenis merkuri elemental.

Formulir Registrasi B3 sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) huruf a tercantum dalam Lampiran

| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Format foto gudang penyimpanan B3, kemasan

B3 dan tata penyimpanan B3 sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan huruf

d tercantum dalam Lampiran || yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 6
Terhadap permohonan Registrasi B3 sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal
menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi
permchonan Registrasi B3.
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dalam Pasal 6 ayat {2) huruf a terhadap keleng-

kapan dan kesesuaian data dan informasi yang

diunggah oleh pemohon.

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1), Direktur dapat berkoordinasi

dengan kementerian/lembaga pemerintah non ke-

menterian terkait.

Dalam hal hasil verifikasi administratif dinyatakan:

a. lengkap, Direktur menerbitkan surat keteran-
gan lengkap administratif, dan melanjutkan
proses permchonan Registrasi B3 ke tahap
verifikasi teknis; atau

b. tidak lengkap, Direktur mengembalikan berkas
permohonan kepada pemohon untuk dileng-
kapi.

Pasal 8

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pener-

apan simbol dan label B3, lokasi dan konstruksi

bangunan fasilitas penyimpanan B3.

Dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat {1}, Direktur dapat berkoor-

dinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal hasil verifikasi teknis menyatakan per- '

mohonan Registrasi B3;

a. disetujui, Direktur merekomendasikan pener-
bitan Surat Keterangan Registrasi B3 elek-
tronik kepada Direktur Jenderal; atau

b. ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat
penolakan disertai dengan alasan penolakan
secara elektronik.

Pasal 9

Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan
Registrasi B3 elektronik berdasarkan rekomen-
dasi dari Direktur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf a.

Surat Keterangan Registrasi B3 elektronik seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} memuat infor-
masi:

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. nama perusahaan;
meliputi: b. alamat perusahaan;
a. verifikasi administratif; dan ¢. Kode Harmonized System (HS):
b. verifikasi teknis. d. nomor Registrasi B3;
€. nama kimia yang diakui internasional;
Pasal 7 f. nama dagang; dan
(1) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud 9. negara asal, untuk B3 yang dimasukkan ke

X |
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dalam wilayah Negara Kesatuan Republik In-
donesia.
(3) Nomor Registrasi B3 sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) huruf d disusun dengan urutan:

a. tahun diterbitkannya Surat Keterangan Regis-
trasi B3, dalam empat digit angka;

b. bulan diterbitkannya Surat Keterangan Regis-
trasi B3, dalam dua digit angka; ‘

¢. nomor Chemicals Abstract Service {CAS) ;

d. kode negara; dan

€. nomor urut pendataan.

Pasal 10
Verifikasi sampai dengan penerbitan Surat
Keterangan Registrasi B3 elektronik sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, dilaku-
kan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
permchonan Registrasi B3.

Pasal 11
Surat Keterangan Bukti Registrasi B3 elek-
tronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a digunakan sebagai dasar dikeluarkannya B3
| dari kawasan pabean.

BAB Il
NOTIFIKASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 12 :
(1} Setiap Orang yang memasukkan B3 ke dalam
atau mengeluarkan B3 dari wilayah Negara Kes-
atuan Republik Indonesia wajib mengajukan per-
mohonan Notifikasi B3 kepada Direktur Jenderal.
Notifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} waijib dilakukan terhadap:
a. B3 yang terbatas digunakan, yang akan di-
masukkan ke dalam atau dikeluarkan dari

(2)

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan B3; dan/atau

b. B3 yang pertama kali akan dimasukkan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik In-
donesia.

{3) Jenis B3 yang terbatas digunakan dan/atau B3
vang pertama kali akan dimasukkan ke dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan B3.

. {4} Notifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) berupa:
a. Notifikasi Impor B3; atau
b. Notifikasi Ekspor B3.

Pasal 13

(1) Notifikasi Impor B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (4) huruf a diajukan oleh pemohon
kepada Direktur Jenderal melalui otoritas negara
eksportir B3.

{2} Notifikasi Impor B3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disampaikan melalui surat resmi

atau surat elektronik dari akun resmi instansi

pemerintah negara ekspaortir kepada Direktur Jen-

deral dengan dilengkapi data dan informasi meli-

puti: i

nama dagang;

nama bahan kimia;

nomor CAS;

identitas eksportir B3;

identitas importir B3;

tujuan penggunaan;

Lembar Data Keselamatan {LDK);

jumlah B3 yang akan dimasukkan; dan

i. rencana impor B3.

T@ 9 a0 Qo

{3) Format penyampaian rencana impor B3 seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercan-
tum dalam Lampiran lll yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Terhadap penyampaian Notifikasi Impor B3 se-
. bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur
Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan

(1)

verifikasi terhadap:
a. dokurnen Notifikasi Impor B3 sebagaimana di-
. maksud dalam Pasal 13 ayat (2}; dan
b. pemenuhan proses Registrasi B3 oleh importir
B3.
{2) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan Notifikasi
Impor B3:
a. disetujui, Direktur merekomendasikan pener-

bitan:
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1. persetujuan impor B3 (explicit conserit);
dan
2. Surat Tanda Bukti Registrasi B3,
kepada Direktur Jenderal; atau
b. ditolak, Direktur merekomendasikan penerbi-
tan surat penolakan impor B3 kepada Direktur
Jenderal, disertai dengan atasan penolakan.

Pasal 15
Ketentuan Registrasi B3 sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 ber-
laku secara mutatis mutandis terhadap Registrasi
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b,

Pasal 16
(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan
impor B3 (explicit consent) atau surat penolakan
impor B3 berdasarkan rekomendasi Direktur se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {2) |

hurut a.

Persetujuan impor B3 {(explicit consent) seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
memuat:

identitas B3;

identitas penerima B3;

(2)

identitas eksportir B3;
asal negara B3;
rencana impor B3; dan

-~ 0o a0 oo

rencana penggunaan B3.

(3)
atau penolakan impor B3 sebaggimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan cleh Direktur Jen-
deral kepada atoritas negara eksportir B3 dengan
tembusan perusahaan importir B3.

* Pasal 17

Verifikasi sampai dengan penerbitan persetu- |
{ juan impor B3 {explicit consent) atau penolakan impor
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal }

16 paling lama 30 {tiga puluh) hari kerja sejak diteri-
manya penyampaian Notifikasi Impor B3.

Pasal 18
{1) Surat persutujuan impor B3 (explicit consent) se-

Surat persetujuan impor B3 {explicit consent)

(2)

{n

(@

(1

(2)

)

(2)

lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Surat persetujuan (explicit consent) digunakan
sebagai dasar diterbitkannya lzin Impor B3 oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang perdagangan.

Pasal 19
Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b diajukan oleh
pemohon kepada otoritas negara eksportir B3
melalui Direktur Jenderal.

bagaimana dimaksud pada Pasal 16 berlaku se- |

Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana dimaksud pada :

ayat (1) dilakukan dalam hal otoritas negara pe-
nerima mewajibkan Notifikasi ekspor B3.

Pasal 20
Permohonan Notifikasi Ekspor .B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan
kepada Direktur Jenderal disertai dengan:
a. identitas B3;
b. identitas nama dan alamat perusahaan eks-
portir B3;

. SIUP eksportir B3;

. NPWP eksportir B3;

. identitas importir B3;

. tujuan negara transit;

. tujuan penggunaan;
i. jumlah B3 yang akan diekspor;
j. LDK; dan
k. formulir Notifikasi ekspor B3.

c
d
e
f. tujuan negara penerima;
g
h

Formulir Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam
Lampiran |V yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Terhadap permohonan Notifikasi Ekspor B3,

Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk |

melakukan vetifikasi administratif kelengkapan '
dokumen sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20

ayat (1):

Dalam hal hasil verifikasi administratif me-

nyatakan persyaratan:
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a. lengkap, Direktur menerbitkan rekomendasi ! BAB Vi
« Notifikasi Ekspor B3; atau i KETENTUAN PENUTUP

b. tidak lengkap, Direktur menerbitkan rekomen- - Pasal 24
dasi surat penolakan penerbitan Notifikasi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Ekspar B3 disertai dengan alasan penolakan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun-

2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Regis- |

Pasal 22 :’ trasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka
(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat Notifikasi | Indonesia National Single Window di Kementerian

Ekspor B3 atau surat penolakan ekspor B3 ber- Linglkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak ber-

dasarkan rekomendasi Direktur Jenderal seb- | laku.
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). ;

{2} Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 |
ayat {1} disampaikan kepada otoritas negara im- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- |
portir B3. gal diundangkan. '

(3) Dalam hal Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana di- Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

maksud pada ayat (2) tidak mendapat jawaban | tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan |
dari otoritas negara tujuan B3 dalam jangka wak- | penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

tu 3 (tiga) bulan, Notifikasi Ekspor B3 menjadi | nesia. |
batal berdasarkan Peraturan Menteri ini. [

| (4) Dalam hal Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana di- | Ditetapkan di Jakarta

: maksud pada ayat {2) mendapat persetujuan dari | pada tanggal 6 Juni 2017
otoritas negara importir B3, Direktur Jenderal me- MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
nyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
pemohon Notifikasi Ekspor B3 sebagaimana di- ttd.
maksud dalam Pasal 19. ' SITI NURBAYA '

(5} Pemberitahuan persetujuan atas Notifikasi Ekspor

B3 dari otoritas negara importir B3 sebagaimana Diundangkan di Jakarta

dimaksud pada ayat {2} disampaikan oleh Direk- | pada’tanggal B Juni 2017
tur Jenderal paling lama 2 {dua). hari kerja se- | * DIREKTUR JENDERAL
jak persetujuan dari otoritas negara importir B3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
diterima. ‘ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
{6) Surat persetujuan ekspor B3 (explicit consent) REPUBLIK INDONESIA,
dari negara tujuan ekspor B3 digunakan sebagai ttd.
dasar diterbitkannya lzin Ekspor B3 dari menteri WIDODO EKATJAHJANA
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di- l
bidang perdagangan. el BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
‘ TAHUN 2017 NOMOR 812
BAB IV :
PEMBIAYAAN .
Pasal 23 Catatan Redaksi :
Segala biaya yang timbul untuk permchonan | - Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat. ‘
Registrasi B3 dan Notifikasi B3 dibebankan kepada
pemohon melalui mekanisme Penerimaan Negara Bu- {BN )

kan Pajak (PNBP} berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘
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